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Bahas Cepat
RUU TPKS

Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan
Scksual disetujui menjadi RULD inisiatil DPR. Hanva satua dari
sembilan (raksi di DPR vang tidak meny etujui RUU TPKS.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah
Rancangan Undang-Undang
Tindak Mdanag Kekerasan Se
sual disctujui ataun RUTLD TPKS
menjadi RULU inisiatif Dewan
Peraakilan Rakyat, pembahas-
an RULN itu diharapkan hisa
dilakukan dengan cepat. Ada
harapan, RUL! itu sudahohisa
disahkan jadi UL pada per-
tengaban 2022,

Koputusan  moengonal  perse-
tujuan RULT TPKS menjadi RUTL?
inisiatifl DPR dilakukan  dalam
pAripurna, Selasa
L2022), di Jakarta, Dard sem-
n fraksi di NDPR, hamea satw
fraksi yang menyvatakan tak se-
tuju terhadap RUL TIPES yuko
Fraksi Partai Keadil: Sejaht

Wakil Ketua Badan Legislasi
{Baleg) DPR WWilly Aditya, yang
juga Ketua Panmitia Kerja RUL
TIES, mengalakan, dukungan
delapan fraksi itu menjadi mo-
dal politik kuat bagi DPR dalam
membahas KLU I'PEKS.

Willy ber P RUL TPKS
bisa kembali dibahas di Baleg
INPH. Berdasarkan pembicarann
informal dengan Badan Musya-
warnh DPR. idealnya RUL ini
dibahas kembali di alat keleng-
kapan dewan pengusal, vakni
Balecg DPR. Namun., keputusan
akhir akan ditentukan Bamus
selelah mendapatkan suralk pre-
siden (surpres) yang boerisi na-
ma-nama menteri untuk mem-
bahas RUTT itu bersama DPHR.

Seusai rapat paripurna, kata
Willy, DFR akan mengirim ha-
silnpa kepada  Presiden Joko
Widodo agar segera diterhitkan
surpres dan daftar inventarisasi
masalah (DM Presiden diba-
apkan mempercepat pengi-
riman surpres dan DIM karena
DPFR dan pemerintah sama-sa-
ma berkomitmen kuat ingin se-
Fera mengesahkan RULD TPKS.

Alasan PKS menolak

Perwakilan Fraksi PRS, Kur-
niasilh Muoafidayati, mengatakan,
PES menolak RUL itu bukan
karena . tak sefuju ada porlin-
dungan terhadap korban keke-
rasan schsual, "Melainkan Ko
rena BULN TPRS itu dinilai tidak
memasukkan secara kompre-
hensif sclureh  tindak  pidana
kesusilaan yvang meliputi keke-
rusan seksual, perzinoaon, dan
penvimpangan  scksual,  wvang
menurut kami menjadi esensi
penting bagl pencegahan dan
perlindungan  dari  kekerasan
seksual” katanya.

Scementara itu, Fraksi Partad
Eebangkitan Bangsa yvang diwa-
kili Neng Eem Marhamah me-
11} . ada sejumlaly urgensi per-
cepalan pengesabhan RUU
TPHES. Sccara filosofis dan teo-
logis, kekerasan seksual herten-
tangan dengan tauhid Kekeras-
an scksual juga diharamkan sc
mua agama. Olebh sebab ita,
katanyva, negara harus  hadir

mulai dari pencegahan, proses
hukum, hingea pemulihan kor-
ban. Nigmurn, M rUrmiiSarireyE
harus dilakukan hati-hati agar
tak terjadi kriminalisasi.

Menteri Pemberdayaan Pe-
rempuan  dan Perlindungan
Anak (P'PAY I Gusti Asvua Bin-
tang Darmawati, memyatakan,
penetapan KUL TPKS scehagai
RULT ipgsiatif DPR sudah lama
dinantikan, teratama oleh kor-
ban kekerasan seksual. Karena
itu, keputusan Rapat Paripurna
PRI soal KULD TPKS sangat
berarti bagi korban kekermsun
scksuals Untuk mompercepat
pembahasan RUU TPKS, Ke-
menterian PPPA jugs telah
berkoordinasi dengan kemen-
terian,l raga terkait melalui
Gugus Tugas Percepatan Pem-
bahasan RUL TPKS.

Mowvitasari dari Forum Peng-
ada Layanan bagi percmpuan
korban kekerasan mendorongs
PR membahas RULTNTPERES de-
ngan cepat agar setidaknyva per-
tengahan 2022, RUU TPHES su-
dah disahkan jacddi UTTL "Proscs
pembahasan  harus  dilakukan
terbuka, melibatkan peran serta
masyarakat. khususnya lemba-
#a layvanan. penyvintas, dan ke-
luarga korban, mengingat aca
beherapa hal krusial yang he-
lum temkomodasi dalam deat
vang dikeluarkan DPR tanggal 8
Dresembrer 20217 ujarnyva.
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